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“Pelan-pelan Asalkan Jalan dan Jangan Terlalu Memaksakan” 

 

"بطَ الحِ  نَ مِ  ارُ النَ وَ  ءالبحَْرُ مِنَ الْمَا"  

Artinya:  

“Lautan berasal dari Air dan Api dari Kayu” (Fath Al-Mu’in) 

 

وَلاَ لذََّاتِ لِلشِيْبِ" ى مَجْدٌ عَوَقِبهُُ # فيِْهِ نلَذَ  ذِ "إنَِّ الشَبَبَ الَّ    

“Sesungguhnya masa muda yang diikuti dengan masa jaya, yang 

dalam masa itu kami hidup penuh dengan kesenangan; akan 

tetapi tiada suatu kesenangan pun bagi masa tua”  

(Alfiyyah Syarah Ibnu ‘Aqil) 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Upah Minimum Regional di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

1987-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data 

sekunder. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

Dapoer Indo, Bank Indonesia, dan Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah yang 

menyediakan data terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi data runtut waktu (time series) menggunakan alat analisis Error 

Correction Models (ECM) dengan program EVIEWS versi 8.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah Minimum Regional di 

Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi 

Nasional; 2) Merupakan Propinsi yang memiliki nilai upah minimum terkecil di 

Indonesia beberapa tahun terakhir; 3) Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penetapan Upah Minimum Regional; 4) Variabel Produk 

Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Upah 

Minimum Regional; 5) Variabel Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penetapan Upah Minimum Regional; 6) Variabel pengangguran dalam 

jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penetapan Upah 

Minimum Regional; 7) Kontribusi seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

sebesar 91.88%. Sisanya sebesar 8.12% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

 

Kata Kunci: Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Penduduk, 

Pengangguran, Upah Minimum Regional 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the factors that influence the Regional 

Minimum Wage in the Special Region of Yogyakarta in 1987-2018. This research 

is a quantitative study using secondary data. The data used is sourced from the 

Central Statistics Agency (BPS), Dapoer Indo, Bank Indonesia, and Local 

Government Institutions that provide relevant data. Analysis of the data used in this 

research is time-series data regression analysis using the Error Correction Models 

(ECM) analysis tool with the EVIEWS version 8 program. 

 The results showed that: 1) Regional Minimum Wages in the Special Region 

of Yogyakarta below the average value of the National Provincial Minimum Wage; 

2) Is a province that has the smallest minimum wage value in Indonesia in the last 

few years; 3) Inflation variable has a negative and significant effect on the 

determination of Regional Minimum Wages; 4) Gross Regional Domestic Product 

Variable does not significantly influence Regional Minimum Wage; 5) Population 

variables have a positive and significant effect on the determination of Regional 

Minimum Wages; 6) Unemployment variable in the long-run has a negative and 

significant effect on the determination of Regional Minimum Wages; 7) The 

contribution of all independent variables to the dependent variable is 91.88%. The 

remaining 8.12% is explained by other variables outside the model. 

Keywords: Inflation, Gross Regional Domestic Product, Population, 

Unemployment, Regional Minimum Wage
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tenaga kerja adalah pihak yang menawarkan jasa, yang mempunyai 

peranan penting dalam hal produksi dan atas pengorbanannya tersebut 

tenaga kerja memperoleh imbalan berupa upah atau bentuk lain. Upah 

sebagai indikator penting untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja. 

Pekerja atau buruh sangat bergantung terhadap upah demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya seperti; sandang, pangan dan papan serta kebutuhan 

yang lainnya (UU No. 13 Tahun 2003). 

Definisi upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 

tentang perlindungan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, 

termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Oleh 

karena itu buruh atau serikat pekerja sangat berharap bahwa upah dari 

jasanya lebih tinggi supaya bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan 

keluarganya. 

Situasi perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks, 

masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti 

Indonesia. Keadaan pasar kerja yang dualistik dengan kelebihan penawaran 
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tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah di satu sisi menyebabkan 

upah menjadi issu yang sentral dalam bidang ketenaga kerjaan (ILO, 2012). 

Kebijakan pengupahan yang ada masih bertumpu pada upah 

minimum yang berlandaskan pada kebutuhan hidup layak buruh/pekerja 

lajang dengan masa kerja di bawah satu tahun dan belum mencakup yang 

sudah bekerja di atas satu tahun dan berkeluarga. Perundingan kolektif 

sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan upah dan kesejahteraan buruh 

cenderung menurun. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap upah 

sebagai komponen produksi yang dapat mengurai tingkat laba yang 

dihasilkan, oleh karena itu perusahaan berusaha untuk menekan tingkat 

upah seminimal mungkin demi memperoleh tingkat laba yang lebih besar. 

(ILO, https://www.ilo.org/wcmps5 groups/public/-ed-dialogue/-

actrav/documents/meetingdocument/wcms210427.pdf/, 23 September 

2019). 

Sebagian besar pengusaha menganggap tenaga kerja sebagai 

bawahan atau sarana dan prasarana produksi saja sehingga tidak jarang 

penekanan upah sering dilakukan pengusaha demi memperoleh profit yang 

maksimal. Sedangkan pekerja menganggap jasanya sebagai upaya untuk 

memperoleh upah demi memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu 

pekerja lebih sering mengharapakan upah yang diperolehnya lebih besar, 

namun kenyataan yang terjadi sebaliknya. Masih jarang perusahaan yang 

sukarela atau secara sadar meningkatkan tingkat upah pekerja terutama 

https://www.ilo.org/wcmps5%20groups/public/-ed-dialogue/-actrav/documents/meetingdocument/wcms210427.pdf
https://www.ilo.org/wcmps5%20groups/public/-ed-dialogue/-actrav/documents/meetingdocument/wcms210427.pdf
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pekerja bagian bawah, yang menyebabkan terjadinya kerenggaan antara 

pengusaha dan pekerjanya (Jurnal Analisis sosial, 2002). 

Untuk menghindari kepentingan kedua belah pihak antara 

pengusaha dan pekerja pemerintah membuat peraturan yang bertujuan 

menguntungkan satu sama lain yang biasa disebut sebagai upah minimum. 

Bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada 

tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, 

perlu penyelarasan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan 

keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. 

Tujuan diciptakannya peraturan tersebut untuk mengantisipasi merosotnya 

tingkat upah pekerja disuatu daerah yang cenderung merugikan pihak 

buruh. Merosotnya tingkat upah pekerja dalam suatu perusahaan 

mengakibatkan kerenggangan antara perusahaan dan pekerjanya sehingga 

tingkat kualitas produksi bisa menurun, serta tingkat kebutuhan pekerja 

yang cenderung meningkat tidak terpenuhi (Peraturan Menteri No. 7 Tahun 

2013). 

Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak 

(KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penetapan upah 

minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam 

memenuhi kebutuhan mendasar meliputi kebutuhan pangan, perumahan, 

pakaian, pendidikan dan sebagainya (Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2013). 
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 Penghitungan upah minimum awalnya dihitung berdasarkan pada 

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) kemudian terjadi perubahan 

penghitungan berdasarkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) karena 

penghitungan berdasarkan kebutuhan fisik minimum dirasa kurang tepat. 

Seiring berkembangnya teknologi dan sosial ekonomi yang cukup pesat 

menimbulkan pemikiran bahwa kebutuhan hidup pekerja berdasarkan 

kondisi “minimum” perlu diubah menjadi kebutuhan hidup layak. 

Kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan produktivitas kerja dan 

produktivitas perusahaan yang juga dapat meningkatkan produktivitas 

nasional (https://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum, diakses 23 

September 2019). 

Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling 

terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan 

Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari 

pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan 

kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai 

penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi 

Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah 

minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat 

upah layak dinaikkan atau belum (Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 

2015). 

Sedangkan Upah minimum provinsi dan kabupaten dapat ditetapkan 

oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan 
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rekomendasi bupati/ walikota. Penetapan UMP biasanya diumumkan 

gubernur secara serentak pada tanggal 1 November sedangkan UMK 

selambat-lambatnya pada tanggal 21 November setelah penetapan UMP dan 

jumlahnya lebih besar daripada UMP. Upah minimum yang telah 

ditetapkan, terhitung mulai berlaku pada 1 Januari pada tahun setelahnya 

dan ditinjau setiap tahun (Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2013). 

Di Indonesia penetapan upah minimum provinsi berbeda-beda, 

berdasarkan fakta penetapan upah minimum provinsi masih banyak yang 

berada di bawah penetapan upah minimum nasional, terutama di pulau 

Jawa. DKI Jakarta merupakan provinsi yang nilai upahnya selalu di atas 

upah minimum Indonesia, dan ditahun 2017 Rp3.355.750,- sedangkan upah 

minimum Indonesia sebesar Rp2.052.854,- bisa dikatakan bahwa jumlah 

umr DKI Jakarta mendekati dua kali lipat upah minimum nasional meski 

masih jauh. Sedangkan nilai upah provinsi lainnya yang berada di pulau 

Jawa masih jauh di bawah nilai upah minimum nasional, terutama Daerah 

Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan nilai upah terendah di 

pulau jawa Rp1.337.645,- (lihat lampiran 3). Di samping itu provinsi lain di 

luar pulau Jawa rata-rata menetapkan Upah Minimum Provinsi berada di 

atas upah minimum nasional. Dengan Papua sebagai provinsi yang tingkat 

nilai upahnya tertinggi Rp2.663.646,- dan NTB sebagai provinsi yang 

tingkat upahnya terendah Rp1.631.245,- (lihat lampiran 4). Namun, jika 

dibandingkan dengan Yogyakarta dengan NTB, Yogyakarta tetap menjadi 

provinsi yang tingkat nilai upahnya terendah di Indonesia.  
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Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan 

hidup layak para pekerja, dengan tujuan pekerja bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Peraturan Pemrintah No. 78 Tahun 2015). Namun faktanya 

dengan penetapan upah minimum kebutuhan hidup layak pekerja belum 

bisa terpenuhi secara merata. Bahkan terkadang penetapan nilai upah masih 

terlampau jauh dengan kebutuhan hidup layak, khususnya seperti pulau 

jawa (lihat Lampiran 3). Fakta yang ada di lapangan menunjukkan 

penetapan upah minimum berdasarkan KHL dengan mempertimbangkan 

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi memenuhi Kebutuhan Hidup 

Layak (KHL) pekerja. Dengan begitu komponen KHL yang ditetapkan 

masih belum bisa memenuhi kebutuhan para pekerja karena hal itu harus 

dikembalikan kepada individu masing-masing yang tentu kebutuhannya 

berbeda-beda (Ridwan. et.all. 2017) 

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus 

berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya 

likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi sampai 

termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang (Sukirno, 

2002). Peran penting pemerintah dalam menjaga inflasi adalah supaya 

presentasenya tetap rendah, bukan sampai ke nol inflasi karena itu sangat 

susah dicapai. Inflasi adakalanya meningkat secara tiba-tiba atau suatu 

wujud dari peristiwa tertentu yang berada diluar ekspektasi pemerintah, 

seperti depresi nilai uang yang sangat besar dan ketidakstabilan politik. Oleh 
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karena itu dengan adanya variabel inflasi maka akan sedikit mempermudah 

mengamati volatilitas harga barang di pasar supaya stabil 

(https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemda-berperan-penting-

dalam-menjaga-inflasi/ diakses 23 september 2019). 

Data inflasi yang ada di Indonesia berdasarkan nilai uang dan 

akumulasi harga pada periode tahun 2010-2018, rata-rata inflasi tahunan 

umum Indonesia selama 9 tahun adalah 4,99% per tahun. Menggunakan 

kalkulasi akumulasi penurunan atau penyusutan nilai setelah 9 tahun inflasi, 

nilai uang secara akumulatif turun 4,99% YoY (year of year) atau jika 

dibulatkan menjadi 5% (lihat lampiran 5). 

Dalam menetapkan nilai upah suatu daerah atau UMR tidak cukup 

hanya dengan inflasi saja, ada variabel lain yang harus dicantumkan yaitu 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan Produk Domestik 

Bruto suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto menyajikan data 

series PDB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, yang 

disajikan dalam nilai rupiah maupun presentase. 

Berdasarkan penetapan besarnya upah minimum provinsi yang baru 

juga mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan pekerja. Teori upah 

efisiensi (effisiensi-wage) menyatakan upah yang tinggi membuat pekerja 

lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan 

tagihan upah perusahaan itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja 

dan laba perusahaan. Dalam teori upah efisiensi menyatakan bahwa 
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pertama, upah yang tinggi cenderung meningkatkan produktivitas pekerja. 

Yang kedua bahwa upah yang tinggi akan mengurangi frekuensi pekerja 

yang keluar dari pekerjaannya, dan mengurangi waktu menarik pekerja baru 

serta demi mencapai tujuan perusahaan. Teori yang ketiga menyatakan 

bahwa kualitas tenaga kerja bergantung pada upah yang dibayarkan atau 

jika ada pekerja yang terbaik bisa jadi pindah mencari tempat kerja lain yang 

upahnya lebih tinggi. Teori yang keempat menyatakan bahwa upah yang 

tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori yang terakhir ini menegaskan 

bahwa perusahaan tidak bisa sepenuhnya memantau pekerja, dengan adanya 

upah yang tinggi pekerja akan termotivasi untuk bekerja lebih giat dan baik 

karena akan sangat disayangkan apabila pekerja dipecat dari tempatnya 

bekerja. Dengan begitu keempat teori di atas memiliki kesamaan bahwa 

mempertahankan tingkat upah tinggi itu penting karena menyeimbangkan 

penawaran dan permintaan yang ujungnya menguntungkan bagi perusahaan 

itu sendiri (Mankiw, 2006:124). 

Upah yang dibayarkan berdasarkan teori di atas menunjukkan 

keseimbangan sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, dan jumlah 

output yang diproduksi akan meningkat. Jumlah tingkat output yang 

diproduksi disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan 

tingkat output yang diproduksi berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. 

Jadi jika laba meningkat, maka tingkat upah minimum juga seharusnya 

meningkat. Perkembangan laju PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta 

dapat dilihat pada tabel. 
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Tabel 4. PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun/ 2010 2011 2012 2013 

PDRB 

(Juta) 

136876768 155355449 171095265 191070955 

UMR 

(ribu) 

745,5 808 892,70 974,10 

Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan tabel di atas PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan laju dari umr naik 

serentak dengan naiknya jumlah PDRB. Tingkat kemakmuran suatu daerah 

bisa juga mempengaruhi nilai upah provinsi. Namun tingkat kemakmuran 

tidak bisa hanya dilihat dari PDRB yang diperoleh, karena bisa jadi jumlah 

penduduk disuatu daerah lebih tinggi sehingga akan butuh lebih banyak lagi. 

Penduduk merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi nilai 

upah. Jumlah penduduk yang ada di suatu daerah akan sangat berpengaruh 

bagi penetapan upah minimum regional. Negara-negara berkembang seperti 

Indonesia, India dan Cina pada umumnya menghadapai berbagai masalah 

mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga ke sektor lain tidak 

terkecuali masalah ketatanegaraan. Bertambahnya jumlah penduduk akan 

selalu diwarnai dengan masalah-masalah yang muncul, karena pertumbuhan 

penduduk yang tinggi cenderung mendorong kebutuhan ekonomi yang 

semakin tinggi juga, oleh karena itu pentingnya jumlah penduduk dijadikan 

sebagai variabel X yang mempengaruhi variabel Y atau UMR (https: // 

www.kompasiana.com/sontoloyo10521/5c8371e612ae944eb7602515/mas
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alah-yang-dihadapi-oleh-negara-negara-yang-kurang-maju?page=all 

diakses pada 23 september 2019).  

Pengangguran juga merupakan hal penting untuk mengukur nilai 

upah karena dengan adanya pengangguran sebagai variabel yang 

mempengaruhi penetapan upah minimum daerah bisa untuk mengukur 

seberapa besar upah yang harus ditetapkan supaya bisa mencukupi 

kebutuhan hidup layak para buruh. Dengan banyaknya jumlah 

pengangguran disuatu daerah bisa menurunkan tingkat nilai upah, itu juga 

dilihat dari jumlah lapangan kerja yang ada. Faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran 

agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud 

memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh 

apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka 

produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa 

yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah 

penggunaan tenaga kerja (Mankiw, 2000). 

Besar-kecilnya tingkat pengangguran disuatu daerah berpengaruh 

terhadap permintaan dan penawaran, hal itu juga berdampak terhadap 

kualitas upah. Jika disuatu daerah mempunyai cukup lapangan kerja 

sedangkan angkatan kerjanya sedikit ada kemungkinan penetapan upah 

akan meningkat begitu juga sebaliknya, jika jumlah lapangan kerja sedikit 

sedangkan jumlah penduduknya banyak yang menganggur maka akan 

menurunkan tingkat upah buruh. Karena meningkatnya pengangguran di 
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suatu daerah akan meningkatkan permintaan pada lapangan pekerjaan, 

sehingga jika jumlah lapangan kerja tidak mencukupi ada kemungkinan 

penawaran akan meningkat yang berakibat buruk pada nilai upah. 

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang 

kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. 

Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering 

diperbincangkan dalam perdebatan poltik oleh para politisi yang seringkali 

mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu 

terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Putri Purhadiyanto 2018 

menggunakan empat variabel sebagai variabel independennya; KHL, 

PDRB, dan IPM hasilnya berpengaruh signifikan secara positif, sedangkan 

inflasi tidak signifikan berpengaruh terhadap Upah Minimum Regional 

(UMR) di provinsi Indonesia, menggunakan metode fixed effect model. 

Peneliti lain Alan Amundi Wibowo 2018 mengungkapkan bahwa 

berdasarkan hasil uji PAM menunjukkan bahwa variabel IHK berpengaruh 

signifikan dalam jangka pendek maupun jangka Panjang terhadap Upah 

Minimum Regional, variabel PDRB berpengaruh signifikan dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek terhadap UMR. Sedangkan dau variabel 

lainnya yaitu; variabel TPAK dan Investasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Upah Minimum Regional. 
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Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi 

penetapan Upah Minimum Regional dengan judul “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM 

REGIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 

1987-2018” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengaruh Inflasi terhadap upah minimum regional di 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap upah minimum regional di 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 

3. Bagaimanakah pengaruh Jumlah Penduduk terhadap upah minimum 

regional di Daerah Istimewa Yogyakarta?  

4. Bagaimanakah pengaruh Pengangguran terhadap upah minimum 

regional di Daerah Istimewa Yogyakarta?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap upah minimum regional di 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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2. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap upah minimum regional di 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 

3. Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap upah minimum 

regional di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

4. Mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap upah minimum regional 

di Daerah Istimewa Yogyakarta?  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau kajian teoritis 

mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum 

Regional serta membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut tentang pengupahan.  

2. Manfaat Praktis  

A. Bagi Mahasiswa  

1) Sebagai wahana latihan menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama kuliah dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan.  

2) Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Regional. 

3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
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B. Bagi Pemerintah  

Menjadi masukan dan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan 

dalam perencanaan peningkatan kesejahteraan pekerja.  

C. Bagi Pekerja 

Menjadi sumber informasi bagi pekerja mengenai nilai Upah 

Minimum Regional/ Propinsi yang diterimanya dibandingkan 

dengan nilai Upah Minimum Regional daerah lain. 

D. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber 

informasi data sekunder bagi seorang peneliti lain dan memberikan 

masukan yang berharga bagi masyarakat tentang analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Regional, dan dapat 

menjadi rujukan penelitian selanjutnya yang relevan. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperjelas dan tersusun secara sistematis, maka 

penyusunan skripsi ini di bagi menjadi lima bab. Adapun sistematika 

pembahsan skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan merupakan titik tolak yang menjadi acuan dalam 

proses penyusunan skripsi. Pada bab ini berisi latar belakang yang 

menguraikan tentang teori dan fenomena upah minimum. Selanjutnya 

rumusan masalah merupakan inti permasalahan yang dicarikan 

penyelesaiannya melalui penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan 

tujuan dan manfaat penelitian untuk mengetahui inti dari penelitian ini. Bab 
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ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah 

penelitian ini.  

Bab II Landasan Teori berisi tentang definisi, konsep, serta berbagai 

hal yang terkait dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian dan bersumber dari buku, artikel maupun jurnal. Pada bagian ini 

juga dipaparkan tentang teori yang melandasi hubungan antar variabel 

kemudian dihubungkan dengan penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

topik penelitian. Selain itu ada pengembangan hipotesis serta kerangka 

pemikiran yang menjadi dasar topik yang diteliti oleh penulis. 

Bab III Metodologi Penelitian Berisikan tentang deskripsi 

bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang menguraikan, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan metode analisis 

 Bab IV Penelitian dan Pembahasan merupakan analisis data dan 

pembahasan berisi tentang hasil penelitian penetapan upah minimum yang 

akan digambarkan secara singkat mengenai hasil pengujian instrument, 

pengujian signifikansi parameter, dan analisis data.  

BAB V Pentupan berisi tentang kesimpulan yang merupakan 

jawaban akhir dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada bab ini juga 

disampaikan saran terhadap pihak-pihak yang berkempentingan dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan Error Correction Model dan 

pembahasan pada bab IV, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Inflasi dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penetapan upah minimum regional Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Apabila inflasi meningkat, maka umr akan 

menurun (terapresiasi). Hal ini dikarenakan bahwa tingkat inflasi 

merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan besaran nilai upah 

di DIY. Inflasi merupakan keadaan dimana harga-harga barang mulai 

meningkat secara bertahap di pasaran dengan begitu bisa sebagai 

pertimbangan akan naik-turunnya nilai upah di DIY dalam jangka 

panjang. Sedangkan dalam jangka pendek variabel inflasi memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan. 

2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto dalam jangka panjang tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum regional. 

Sedangkan dalam jangka pendek variabel Produk Domestik Regional 

Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penetapan upah 

minimum regional, sehingga jika PDRB meningkat maka nilai upah 

minimum regional akan menurun. Hal ini mungkin dikarenakan 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB harga 
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berlaku, sehingga output yang diperoleh mempengaruhi nilai upah 

minimum regional di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka 

pendek. 

3. Variabel Penduduk dalam jangka panjang berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penetapan upah minimum regional di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sehingga apabila jumlah penduduk meningkat 

maka upah minimum regional meningkat (terdepresiasi). Hal ini 

dikarenakan bahwa jumlah penduduk yang meningkat akan 

menyebabkan kebutuhan meningkat. Kebutuhan yang meningkat maka 

akan menjadi pertimbangan besaran upah mnimum regional di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam jangka pendek variabel 

penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pentapan 

upah minimum regional di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Variabel pengangguran dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penetapan upah minimum regional Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sehingga apabila pengangguran meningkat maka 

upah minimum menurun (terapresiasi). Hal ini dikarenakan jumlah 

pengangguran tinggi akan menyebabkan kebutuhan terhadap pekerjaan 

meningkat, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan tingkat 

pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta mempengaruhi 

penetapan upah minimum regional. Sedangkan dalam jangka pendek 

pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upah 

minimum regional. 
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5. Perubahan yang terjadi pada nilai Upah Minimum Regional Daerah 

Istimewa Yogyakarta dijelaskan oleh variabel bebas yang diteliti 

sebesar 91.88%. Sisanya sebesar 8.12% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model.  

B. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada variabelnya, baik itu 

upah minimum regional, inflasi, produk domestik regional bruto, jumlah 

penduduk, dan tingkat pengangguran bahwa data yang dipublikasikan Badan 

Pusat Statistik berbentuk tahunan dan masih dalam bentuk data yang terpisah 

di setiap tahunnya. Sehingga untuk mencari 32 periode pada penelitian ini 

harus mencari data dari masing-masing periode tersebut. Keterbatasan ini 

dikarenakan kurangnya akses data yang diperlukan, sehingga penulis hanya 

menggunakan data yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Keterbatasan lain 

yaitu tentang teori dari masing-masing variabel infrastruktur yang belum 

dijelaskan secara rinci pada buku maupun penelitian terdahulu. 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini 

memberikan beberapa saran yang dirasa perlu untuk diperhatikan dan menjadi 

bahan pertimbangan bagi pihak yang berwenang untuk meningkatkan upah 

minimum regional untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja (KHL) dan 

akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup layak perlu meningkatkan upah 

minimum regional di suatu daerah. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang 

dapat menunjang hal tersebut. Pemerintah daerah harus mengupayakan 

kebijakan yang ia buat adil dan seimbang tidak merugikan pihak pengusaha 

maupun pekerja. 

2. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya meningkatkan upah 

minimum suatu daerah, mengingat kebutuhan hidup layak semakin ke 

depan semakin meningkat. Dan menanggulangi pengangguran dengan 

menciptakan lapangan kerja secara bertahap. 

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya sampel data dan variabel 

independennya ditambah sehingga hasil yang didapatkan lebih menyeluruh. 

Hal itu supaya hasil penelitian yang didapat dapat menggambarkan kondisi 

yang sebenarnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan 

bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan 

mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 
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